Polmas; Paradigma Baru Pemelisian Produk Demokra

 Polmas; Paradigma Baru Pemolisian

Abstrak:

. Se&elum konsep Polmas moderen diperkenalkan oleh Polri kepada masyarakat sekitar tabun 2000~an,
dalam mengantisipasi tindakan asosial masyarakat polisi cenderung melakukan tindahan represif baik
a_’ala:m menghadapi kejahatan besar maupun kejahatan ringan. Perlakuan polisi yang represif identik
dengan tindakan mengamankan masyarakar dari kejahatan. Sejak mengenalkan konsep Polmas, polisi
dan masyarakat digiring pada paradigma bary meninggalkan konsep lama yang represif. Polisi moderen
masa kini adalah polisi yang berkonsep dan berorientasi masyarakat, yang dalam melakukan kewajibannya

mewyjudkan keamanan dan keteraturan sosial, bertindak akrif sebagai agen pernbahan sosial. Pemolisian
| masyarakat bukaniah meminta masyarakat mengerjakan tugas-tugas kepolisian sehingga menjads obyek
polisi, tetapi bagaimanameminta keikutsertaan masyarakat membantu polisi mengamankan linghkun gannya
sendivi. -

Kata Kunci : Polmas; Paradigma, Pernolisian, Demokratis

Pendahuluan

Bila ada satu jendela kaca rumah yang
pecah, segera perbaiki. Jika tidak, maka hal it
akan memicu orang lain untuk memecahkan
kaca berikutnya, mencorat-coret atau bahkan

- ‘memasukinya, Kira-kira begitulah intisari dari
Teori Broken Window yang digagas oleh James
Q. Wilson dan George L. Kelling, pada tahun
1982, setelah sampai pada kesimpulan bahwa
kriminalitas merupakan akibat tak terelakkan

" Tety Machyawaty, SH, MH. ; Mahasiswa program doktor STIK - PTIK
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dari ketidakreraturan.!

James Q. Wilson.dan George L. Kelling,
merumuskan=Teori Jendela Pecah setelah
keduanya mencermati  percobaan  yang
dilakukan oleh Philip Zimbardo pada tahun
1969. Zimbardo melakukan percobaan dengan
menempatkan dua mobil yang sama di dua
tempat yang berbeda. Kedua mobil tersebut
tidak memiliki plat dan sengaja dibuka bagian
kapnya. Satu mobil ditaruh di daerah kumuh di
Bronx, New York dan satu mobil lainnya ditaruh
di daerah yang cukup elit, Palo Alto, California.
Dalam waktu 3 hari, mobil yang berada di daerah
Bronx sudah dicuri bagian-bagian berharganya.

1 Febriliano, Teori Jendela Retak, dalam febriliano.blogsot.com,




menunjukan :
kecﬂ akan

Keszmpulan
'pembmran-pcmbiaran kesalahan

membawa petaka kesalahan yang lebah besar .
£ _ ‘tindakan asosial masyarakat polisi cenderung

dlkemuchan harJ. :
Man hhat sékéliiing':':kiti": pengemm,
gelandangan, pemmta minta . sumbangan,

pengamen, komunitas anak pzmk di jalanan, pak
ogah, dsb. Mereka tldak jahat, hanya bilamana
mereka kemudlan dalam melakukan aksmya
dxsertai pemaksaan dan di maklurm maka hal
ini akan membuat asumsi bahwa peluang mereka
untuk chtegu.r, dilaporkan atau bahkan dltangkap
ketika beroperasi di jalan tak terjach atau kecﬂ
kcmunghnannya = &

o Jika per_nbl_ar_a_n demi pembiaran terus t_érj adi,
" maka akan menjadi habir. Pembegal, pemalak,
pengamen, ‘pak ogah’, pencuri bahkan perampok
sekalipun akan berpikiribahwa bila melakukan
aksinya diarea atau wilayah,itu, masyarakatnya
bersikap apatis, tidak akan “melaporkannya
kepada pihak berwajib. Karena itu, mereka akan
leluasa melakukan kejahatan kecilnya, seolah
dimaklumi bersama. Orang-orang akan terpaksa
lewat diwilayah atau jalanan tersebut dan
menerima aksi mereka, atau memilih jalan lain
- untuk menghindarinya. Lambat laun kejahatan
kecil ini membesar dan meresahkan. Merembet
pada kehidupan sosial bahkan politik. Ini seperti
sebuah penyakit yang menular.

Dalam keseharian masyarakat Indonesia,
fenomena ini mudah sekali ditemui hampir

disemua kota-kota besar, bahkan telah

2 ibid,

i 'Sementara mob11 yang . dzletakan di Palo ‘Alto,
G 3:-'sama sekah ndak chsentuh oleh smpapun hmgga -‘_'
L E g ; 'leblh dan satu nnnggu Mehhat hal ity Zlmbardo'_'_"" I
o alu mengambﬂ paly, lalu memukulkannya ke
5' "_';mobil tersebut Orang«-orang yang mehhat ‘hal

it mulanya merasa heran, tetapi. satu per. satu'

e ".-_kemudxan mulal menghancurkan mob11 1tu'-
o hanya dalam Waktu beberapa 3am saja :

bahWa: |

Dahulu, sebclum konsep Polmas moderen; -

d1pcrkenaikan oleh’ Polri kepada. masyarakat .
sekitar tahun 2000- an, dalam mengantisipasi

melakukan tindakan represif - baik ‘dalam
menghadapi kejahatan besar maupun
kejahatan ringan. Perlakuan polisi yang represif
identik dengan tindakan mengamankan
masyarakat dari kejahatan. Pola ini terbenam

dalam pikiran polisi dan masyarakat hingg_é

menzhun dan berkarat. Dalam usaha tersebut,
seorang kepala ‘detektif pada Kepolisian di
Inggris mengatakan, “Penyidikan kejahatan
merupakan lambang pekerjaan polisi.”® Bahkan
dﬂtﬁk"llébihjelas dalam mendetailkan keadaan
itu, seorang kepala polisi berpendapat, bahwa
hubungan apapun antara polisi dan masyarakat
merupakan kegiatan polisi dalam pengamanan
masyarakat. Tidak mengherankan apabila
seorang pelawak Inggris berpikir perlu untuk
membantu mendefinisikan-hal tersebut. “Saya
beritahu bagaimana eafanya Anda mengetahui
bahwaAndasudah mendapat layanan kegiatan
polisi dalam pengamanan masyarakat. Yaitu,
saat kamu berjalan di jalan dan sebuah mobil
polisi berhenti, beberapa orang melompat
keluar, lalu memerintahkan Anda telungkup
ditanah dan memberitahu Anda sekarang
pukul berapa.”™

Dua pendapat diatas cukup mewakili
karakteristik polisi dalam berinteraksi dan
mengatasi permasalahan kejahatan dalam
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3 David M. Bailey, Police For The Future, Jakarta : Cipta Manunggal,
1898, him. 173.

4 1bid., him. 174.




raa'sarkan pengalaman yang bersandar
ada _ndela Pééah diatas, tmdakan repres1f
o eh'kepohsmn tidak 1ag1 menjadl andalan, atau

tmdakan utama = dalam tugas pengamanan,

o Polisi- g_n_oderen_ masa kini -adalah polisi yang

" berkonsep dan ‘berorientasi masyarakat, yang
dalam ‘melakukan kewajibannya mewujudkan
keamanan dan keteraturan sosial, bertindak akeif
sebégéi agen perubahan sosial.

Konsep dan definisi Polmas

. Istﬂah pemohsmn menjadi  Aiz  sekitar
tahun 2002 ketika sejumlah perwira Polri
dikirim untuk memperdalam ilmu mengenai
: pemohs1an masyarakat di Jepang. Kepolisian
Jepang telah lama memiliki sistem pemolisian
‘masyarakat yang dikenal sebagai Keban (pos
polisi 24 jam untuk melindungi masyarakat).
Pengiriman - anggota Polri memelajari Koban
adalah proyek kerjasama dengan JICA dalam
rangka reformasi Polri; Kemudian di Indonesia,
p_goyek latihan Polmasdilakukan di Bekasi
(Jawa Barat). Keluarnya ‘Skep Kapolri No.
Pol. Skep/737/X/2005 tentang Kebijakan
dan . Strategi Penerapan Model Perpolisian
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
adalah legitimasi untuk diimplementasikan
dalam kehidupan sosial masyarakat.

Polmas di Indonesia sebetulnya telah jauh
dikenal oleh masyarakat dengan terbentuknya
pemetaan cluster warga pada masa pendudukan
tentara Jepang pada sekitar tahun 1942-1945.
Cluster  tersebut disebut Tonarigumi, yang
sebenarnya adalah sistern komunal masyarakat
dengan membentuk garis pertzhanan yang
menjadi instrumen stabilitas yang sangat efektif.
Setiap anomali sosial yang dapat menjadi bibit
instabilitas dapat dengan mudah dikenali dan
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Polmas, Parad.tgma Ba.m Pcmo!:smn Produk Dem

| dlatasu > Sistem koban ini adalah RT RW dan- e
rakyatnya adalah hansip seperti yang kita kenal = -

hingga sekarang. Konsep Tonarigumi sebetulnya

mirip konsepsi Anton Tabah,® bahwa dalam

masyarakat desa Polmas ada sejak dini dal"_l_”:"-

setiap warga masyarakat adalah mitra dan -

informan_polisi. Kaitannya adalah bila terjadi-- ..
gangguan kamtimbas, masyarakat bertindak

sebagai pendetcksi dini dan kemudian dapat -

melaporkannya ke polisi. Sistem ini menurutnya,
sebagal sistem yang efektif dan efisien, '

Dalam RT RW masyarakat diajak
bertanggungjawab  mewujudkan  keamanan
swakarsa (Siskamling). Mereka mengaktifkan
ronda malam untuk menjaga keamanan dimalam
hari. Tiap anggota masyarakat mendapat
gilirannya masing-masing yang diatur berdasar
musyawarah dan mufakat. Namun jauh sebelum
jaman penjajahan, kita telah mengenal konsep
Polmas tradisional yakni sejenis Pecalang atau
Jogoboyo.

Dari segi bahasa, Polmas belum dianggap
menemukan formatnya sendiri karena masih
terdapatbeberapa perdebatan seputar istilahang
dipergunakan untuk memaknai poficing menjadi
kalimat yang sesuai dengan kaidali bahasa
Indonesia yang baik dan benars/Hermawan
Sulistyo bahkan mengomentari hal ini seperti
sesuatu yang hiruk pikuk,

Ketika™ diterjemahkan, kalangan polisi
dan pakar berbeda pandangan.
menggunakan istilah “perpolisian” sebagai
pengganti policing. Sebagian lagi memakai
terjemahan

Sebagian

“pemolisian.”
raencari asal —

Pakar pun ribut
usul dan terjemahan yang benar.
Polisi pun sibuk konsultasi sana-sini. Pokoknya
semua kalangan diundang unttuk berbicara.
Yang lupa diajak konsultasi hanya psikiater
dan psikolog. Padahal mereka penting untuk

5 Hermawan Sulistyo,  Stabilitas dan Tertib Sosial, JURNAL
KEAMANAN NASIONAL, Pusal Kajian Keamanan Nasional
Universitas Bhayangkara Jakarta, Volume |, No. 3. 2015,

&  Anton Tabsh, Community Poiicing, Majalah Jagratara, Edisi 1 Juli
2005, him. 1819,




o komumn)

: '::bagmn dan masyarakat yang 1eb1}1 luas (saczety)

Chrysnanda DL rnendeﬁmmkan Polmas
-'sebageu C’ammumty Palzcmg (pemohsmn
_ Pemoh51an komuniti . - adalah
- pemoh51an untuk menczptakan dan menjaga
keamanan dan’ Ketertiban dalam masyarakat
'yang dilakukan dengan tindakan-tindakan, 1)
Polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk
‘mencari Jaian keluar atau menyelesaikan masalah
somal (terutama masaiah keamanan) yang ter] adi
dalam masyarakat 2) Po.hs;t senantiasa berupaya
:untuk mengurang1 rasa ketakutan masyarakan
akan adanya gangguan knrmnal;tas. 3) Polisi
lebih mengutamakan pencegahan knmmahtas
(crzme prevention). 4) Pohs1 senantiasa berupaya
menmgkatkan kualitas  hidup masyarakat
Cammumz‘y Policing sebaga1 wu_]ud atau bentuk
pcmohsxan yang demokratis.”

Jend. Pol. (purn) Kunartho, mantan Kapolri
menyikapi Polmas sebagai perubahan paradigma
dari penguatan ‘menangkapi ‘erang’ menjadi

paradigma  ‘partnership dengan masyarakat.

Pengertian ini adalah keterlibatan polisi secara
langsung dalam rekayasa struktur masyarakat
dalam konteks keamanan.!®

Kerangka Polmas
Polmas mengandung dua unsur utama,
yaitu pemecahan permasalahan dan kemitraan.!!

7 Hermgwan Sulistyo, Polisi Janchuk, cet. T, Jakarta : Grafika Indah, 2009,
him. 88.

8 Ibid.,

9  Chrysnanda Dwilaksens, Pemolisian Komuniti (Community Policing)
Dalam Menciptakan Kemtibmas, Police & Security Studies The
Indonesian Center for Police & Security Studies, 27 Oktober 2014.

10 Sutrisno, Sosiclogi Kepolisian Relasi Kuasa Polisi dengan Organisasi
Masyarakat Sipil Pasca Orde Baru, cet. 1, (Jakarta: YPOI, 2018}, hlm, 105,

11 Farouk Muhammad, Pencegahan Terorisme; Mendayagunakan Polmas
Dan Mengelola Kamneg Mulai Dari Desa, Makalah pada "Pelsksanaan

:.':'sosuﬂt.l' Berdasarkan geograﬁs, dan merupakan_.;::
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.imas ?emohsxan Demokxat;s

Chryshnanda . .Dwﬁaksana 13.: _ _.Z

Menurut

. -_pemohs;.an yang demokratis: saat ini mengacu
pada. community policing (pemohszan komunitas) B
-.:yaitu (1), polisi dan ‘masyarakat bekerja sama
: untuk : menyelesmkan berbagai masalah - sosxal
-yang terjadi di. dalam - masyarakat (2) :polisi
‘berupaya ‘untuk ‘mengurangi rasa
~masyarakat -akan gangguan kriminalitas atau

- ketakutan

dengan kata lain berupaya' memberikan jaminan
keamanan, {3) lebih -menekankan  tindakan
pencegahan kriminalitas (crime prevention), (4)
berorientasi pada masyarakat dan (5) senantiasa
berupaya untuk memngkatkan kualitas hldup
masyarakatnya. :

Sedangkan isu demokrasx di tubuh Polri
menurut Sutrisno adalah menyangkut tiga
dimensi : pertama, posisi polisi dalam konstelasi
tata kelola keamanan. - Kedua, bagmmana
keluasan kekuasaan dan wewenang polisi
kaitannya dcngan lembaga lain yang mempunyai
irisan  fungsi keamanan. Ketiga, bagaimana
kepolisian menerjemahkan demokrasi didalam
tubuhnya sendirii™

Perihal pertama, menyangkut persoalan
domain Polri terkait urusan tupoksi keamanan
negara. Untuk itu sudah tepat jika posisi Polri
beradadibawah Presidenuntuk memudahkannya
bergerak dan bertindak sesuai perundang-
undangan yang berlaku. Tidak lagi berupaya
menggeser kedudukan Polri dengan sasaran

Sosialisasi Pencegahan Terorisme Kepada Unsur Pemda, Binter TNI-AD
dan Binmas Polri,” diselenggarakan oleh BNPT tanggal 26- 28 November
2013, di Surabaya, Jawa Timur.

12 Sutrisno, Ibid., him. 107

13 Chryshnends Dwilaksana, “Membangun Polri Sebagai Polisi Sipii Dalam
masyarakat yang Demokratis,” hetpi/fwww.scribd.com/doc/7629233/
Membangun-Pelri-Sebagai-Polisi-Sipil#scribd, 14 Jaruari 2015,

14 Sutrisao, op.cit,, him. 108.




o _.j"ziyang menghendaki keamanan nasional menjadx_ N
" kewenangan mtegmnf bukan +keamanan
'-.__'komprehenmf sebagmmana yang dxkehendakl

~ oleh Polsi. Terhadap kedudukan Polri dibawah

L o Premden, Awaluddm Djamm mcmmta agar

| '.'--."masalah 1m txdakdl“otak—atzk lagz .

Isu kedua lebzh rnen_]elaskan kf:pada

| _.Z:;fimgsrﬁmgsz lam diluar Polrz yang rnermhk,x

'.:_3kewenangan kepohsmn seperti penyidikan dan
-~ pattroli. Untuk kewenangan penyidikan, selain
- Polri ada PPNS. Liembaga negara seperti kantor
Bea Cukai, kantor Imigrasi dan Pajak memiliki
unit penyidikan sendiri terpisah dari * Polri,
meski menurut ketentuan Polri bertindak selaku
Korwas PPNS, tetapi pada pelaksanzannya ini
diabaikan. TNI AL misalnya, selain memiliki
kewenangan penyidikan terhadap kejahatan
dilaut, ia juga memiliki kewenangan patroli
keamanan laut. Terlebih sejak dibentuk Bakamla,
TNIAL seolah merniliki otoritas yang powerfull
terhadap keamanan di laut. Padahal perihal
keamanan (dalam rangka penegakan hukum)
~adalah domain Polri dlsampmg memiliki akses
perachlan sebagai criminaljustice system (C]S),

Isu ketiga, lebih kepadawinternal Polsi
sendiri, menyangkut organisasi kepolisian dan
menerjemahkan program pelaksanaan tigas
kepolisian'®
memandang istilah pemolisian demokratis telah
keluar dari konteks. Menurut mereka istilah
‘polisi demokratis tidak dikenal dalam UU No.
2 Tahun 2002 tentang Polri. Reaksi atas isu
pemolisian demokrasi kemudian memunculkan
pro dan kontra terkait fungsi dan kewenangan
Polri, terutama dari segi kewenangan penegakan

hukum.

Beberapa kalangan internal Polri

Mereka yang kontra menilai Polri dirancang
tidak untuk berdemokrasi dalam tugasnya. Tugas

15 Ibid.,

___pennngan tertentu yang dapat meiemahkan__
: '-fﬁngSl dan. kcwcnangan Polri - -mewujudkan

] eaihanan, seperti wacana dalam RUU. Kamnas, -bertugas ‘mengamankannya,’¢
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:.._:pohm txdak perlu dkatkan dengan demokrasl SR

Meski buruk wajah hukum, polisi hanya Wapb_'_.'-". |

. Muladit?

dalam  orasi ﬁm;ahnya di PTIK 17 Juni 20(}6__;;'{ :
"menyebutkan bahwa polisi dalam mengendalikan
ketertiban masyarakat mendayagunakan formasf-’
-__paramlhter, ypitu - bergerak bersama dalam"_':- o
_kesatuan dan harus taat permtah komandan,

- Namun karena rugas utamaadalah mehndungz_'_j::_ :

orang ~bukan - membunuhnya,
budaya militer murni pun tidak terlalu kena.

Dalam: masyarakat aemokrat'ts masih._

&idi_s_kus_ikan ' péréoalan

langkah-langkah

pemolisian (#he goalofpolicing). Menurut Muladi*®

bahwa langkah-langkah Polmas demokratis
secara tradisional adalah a) penegakan hukum
(inforce law); b) menjaga suasana kedamaian
(preserve peace); c) mencegah kejahatan (prevent
crimes); d) melindungi hak-hak dan kebebasan
individu (prosect civil right and civil liberties); e)
menyelenggarakan pelayanan (provide serviee).
Wacana polisi dalam demokrasi dati uraian
Muladi diatas menurut Sutrisno, lebih terletak
pada  pendekatan-pendekatan  (tugas) polisi
dalam realisasinya dengan masyarakat. Tidak
lagi menempatkan masyarakat sebagai objek,
dimana polisi superior mendefinisikan secara
otonom segala hal ikhwal kejahatan (crime) dan
ketertiban (order) ditengahsfhasyarakat. Bukan

negotiable soal kejahatan yang sudah jelas dipatri
dalasa KUHPY

Sekarang, mari kita definisikan istilah
demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal
dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat,
sedangkan ‘4rafos dapat diartikan kekuasaan
atau pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah azas
kedaulatan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat
dan oleh rakyat. Polisi Indonesia terlahir dari
mana? Dalam tulisan Praktikno seperti dikutip

i6  1bid,,
17 Dalam Sutrisne, Ibid., hlm.110.

18 Muladi merujuk pada Henry Wrobleski dar Karen Fless (2006}, dalam
Sutrisno, ibid.,hlm. 111.

19 Ibid.,

Polmas Paradxgma Bam Pemo]:szan P:oduk Demokras: L

menerapkan




: _'-_'_'dan beberapa p'erspekuf antara . 5
i ;perspektlf hbeml-rad;kal Perspekuf -'-hberal~' it
radikal i ini sangat mempengaruhl bentuk
' .'orgamsam, pendekatan mekanisme kontrol, dan_ =
ftekmk ketahanan poh51. Dua inodcl 1m amat_

--kontrad1kt1f ya_ttu

"a.::: .-.Perspeknf hberal mengarahkan pohsz harus
 menjadi bag1an dari public order dan ﬁmgm
pemolisian (palicing) sebagai. dasarnya. Ini
berarti komupitas polisi (community palzrzng)
. menjadi bagian yang kuat dalam kelembagaan
-polisi; karena itu masyarakat terlibat: aktif

- .dalam menciptakan kontrol terhadap _polisi.

b. ".EPcrspektlf rad1kal merumuskan poh51 sebagaz
 alat negara (agen kekerasan).

~Dua perspeknf ini merupakan prinsip
awal dalam memosisikan politik dalam.sistem
ketatanegaraan | yang dianut. Kemudian
bila dilihat - dari, perspektif sentralistik -dan
desentralistik, bahwa apa yang menjadi “ciri
birokrasi Polri ‘hingga sekarang ini tak lepas
dari pengarub sejarah ‘dimasa lalu dan dapat
diidentifikasi melalui tipe ‘pemolisian dibawah

n21

1. Tipe Eropa Kontinental (Belanda, Peranis,
Jerman, Yunani)

Pemisahan fungsi perlindungan terhadap
ketertiban umum dengan penegakan hukum.
Fungsi kepolisian merupakan fungsi negara
yang melekat dalam sejarah negara feodal

20 Pratikno, “Kultur Kepolisisan Republik Indonesia {(POLRY) Berorientasi
Publik”, Makalzh pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta,
199%. Dalam Abdul Fickar Fladjar, Analisis Komparatif Budaya Hukum
Kepolisian Anglo Saxondan Eropa Kontinental http://hukum.kompasiana.
com/2012/11/25/analisis-komparatif-budays-hukum-kepolisian-anglo-
saxon-eropa-kontinental-510988 . html, tanggal dibuat 25 November 2012,
tanggal diunduh 2 Desember 2012.

21 Abdul Fickar Hadjar, Analisis Komparatif Budaya Hukum Kepolisian
Anglo Sawon dan Eropa Kontinental  http://hukum.kompasiana.
com/2012/11/25/analisis-komparatif-budaya-hukum-kepolisian-anglo-
saxon-eropa-kontinental-510988.htmi, tanggal dibuat 25 November 2012,
tanggal diunduh 2 Desember 2012,

._.2:._:._Sementara npe Anglo Saxon _berasal dan
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“sejarah pohs1 Inggrls Inst1tu51 kepohsxan di
Inggris dimulai dari ané!epledge System
Adapun cirinya ialah bahwa fungsi kepolisian.
pada masing-masing individu masyarakat.
- Lembaga kepolisian type Anglo-Saxon itu
-~ tumbuh dan : berkembang dari kepentingan
‘masyarakat, bukan dari kekuasaan negara
~ (sebagai “:alat * kekuasaan negara). Titik
ekstrim pemolisian tipe anglosaxon adalah
pemolisian yang terfragmentasi. Struktur
~ polisi: terbagi antara unit yang memiliki
fungsi dan tanggung jawab umum, setingkat
kota (municipal) dan desa (ecounty) dengan
tanggung jawab yuridiksi yang khusus, dan
polisi yang memiliki fungsi terbatas.

Termasuk tipe model bottom up ini Amerika
Serikat dan Inggris, sesuai dengan bentuk
negara yang merckasgunakan (federasi). Ini
menunjukan~adanya kekhasan organisasi
polisi sesuai dengan karakter lokal (daerah),

sehingga ada desentralisasi organisasi.®

Polri memiliki tipe organisasi yang
sentralistikmengikutkepadasistempemerintahan
pusat yang terpisah dari otonomi daerah. Sebab
itulah, Polri juga memiliki wewenang yang
luas sehingga melahirkan sikap otoriter dalam
melaksanakan kewenangan tersebut (z‘op—a’ofwn).
Pada akhirnya polisi berkarakter sipil yang
hendak diwujudkan, justru kini lebih cenderung
menjadi alat kekuasaan negara.

22 Ihid,

kan. 2'_.j.pcny1mpangan samar P dan se i
ukum. {":_Termasuk kedalam “tipe . ‘model
;:orgamsasz poh51 yang sentrahsnk (kontroi -
a pusat),antara lain: Peranus, Belanda,]erman -
__Yunam terrnasuk Indonesm i




S Perhaukanlah pendapat Marma Caparml
i (2002 7). mengemukakan bahwa reforma51 sektor
ok keamanan adalah mengenai pembuatan institusi
o yang bertanggung]awab -akan . perlindungan
N -.'.masyarakat yang lebih akuntabel bagi individu
“dan komumtas ‘warga negara dan lebih responsif
'.-:.fdalam menanggapi -+ kebutuhan keamanan,

. sementara itu juga memastikan bahwa institusi
 ini menjadi atau tetap efektif dan efislen dalam

| ﬁienyediakan keamanan. Institusi keamanan di

organisasikan dan dijalankan oleh negara, yang
.Zberartl institusi yang bersifat s0p down. Dari

semua sektor kebijakan publik, sektor keamanan

secara hlStOIlS terbukt1 sebagai sektor yang
: pahng anti terhadap input dari publik.

Hal inilah yang dicoba untuk dihilangkan
dengan mengikuti isu pemolisian demokratis.
Jika Polri merasa berasal dari rakyat oleh rakyat
untuk  rakyat, maka ia harus menjadi bagian
dari public order dan fungsi pemolisian (policing)
sebagai dasarnya. Ini berarti komunitas polisi
(community policing) menjadi bagian yang kuat
dalam kelembagaan polisi, karena itu masyarakat
terlibat aktif dalam menciptakan kontrol
terhadap polisi (perspektif liberal).

Firman Fadillah® dalam bukunya berjudul

“Lex Spesialis Ilmu Kepolisian” (2015)

menuturkan  perspektif Polrit, berasal dari

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, Karena

itu ia selalu menekankan bahwa polisi addlah

‘pelayan’ masyarakat, sebab dalam menjalankan

tupoksinya  polisi mendapatkan  mandat
~tersebut  dari rakyat. Hal ini dapat kita lihat
dari garis legasi kekuasaan, dimana Presiden

selaku kepala negara demokrasi yang dipilih

oleh rakyat secara langsung, mendelegasikan

kekuasaannya  dibidang  keamanan dan

ketertiban serta penegakan hukum kepada

kepolisian, menunjukan suatu garis subordinasi.

Presiden membawahi kepolisian yang artinya

sama, dipilih oleh rakyat, dari dan untuk rakyat.

23 Firman Fadillah, Lex Spesialis Ilmu Kepolisian, cet. 1. {Tangerang :
Farisvania Publishing, 2015), him.
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Dengan begitu persepsi Firman Fadillah se)alan :__ _
dengan “ide - pemolisian demokratis. Polmas -
dibentuk dari rakyat, untuk rakyat dan oleh
rakyat, sifatnya dengan kepolisian adalah su’oyek,: L

bukan obyek kepolisian.

Polri adalah Polmas

Setelah mencermatidefinisi dan konsep -

Polmas, isu polisi yang demokratis dan kerangka

Polmas,  dapat ditarik sebuah, simpulan,
bahwa Polri adalah organisasi Polmas yang
sesungguhnya. Mari kita analisis.

a. Fakta Sosiologis

Kamtibmas sebetulnya telah ada sejak
jaman dahulu dalam masyarakat Indonesia yang
tradisional, jaub sebelum Polri dibentuk sebagai
organisasi/institusi yang moderen. Konsep
masyarakat yang memilih melestarikan norma/
adat-kebiasaan dengan menjaga kepatuhan
terhadap norma bersama itu, melahirkan konsep
kepolisian, yakni orang-orang vyang dipilih
dari antara mereka sebagai petugas untuk
membantu menjaga tegaknya peraturan nofma
tersebut (social order). Robert R. Friedfnann
% menyebutnya sebagai konsep yang’sangat
penting untuk menciptakan kontrol sosial
resmi dilingkungan masyarakat besar maupun
kecil. Tradisi Judeo Kristianis@idunia kepolisian
bermuara pada Deuteronomy 16:18: ‘Para hakim
dan™polisi seyogyanya menjadi segala bentuk
pagar bagi kamu.’

Selanjutnya, Hans Kelsen » dalam bukunya
“What is Justice” mengemukakan:

The living together of human beings is
characterized by the fact that their mutual
bebavior is regulated. The living together of
individuals, in itself a biological phenomenon,

24 Robert R. Friedmann, Community Politing Comparative Perspestives dnd
Prospest, I Pubfished, London, Mayland Avenue : Harvester Wheatsheaf
Campus 400, 1392, Penyadur Kunasto, Jakarta: Cipta Manunggal, 1998,
him. 1.

25 Hans Kelsen, What is Justice, Justice, Low, and Politics in the Mirrir of
Seience. Berkeley : University of Californiz Press, 1957, Pg.231.




hldup manusm ba1,k-ﬂ' T ra mdmdu maupun"
kelompok, pada dasamya memzhkl aturan i

i mdz'vzduals—z‘o mduce z‘bem fo cerz‘am pasztz‘ve

S ":_:czbstem‘zon fram actzorrz To the individual

‘the order appears as @ com_plex cgf rules that

. _determme how the individual ougbz‘ o bebaw

in relation z‘o otber mdwzdmls Suc/y m!es are
cal[ed norms '

.' ’.'Apa yang d1maksudkan oleh Kelsen
sebcnamya ‘hendak menunjukan ada kekuasaan
disini yang dapat memenntah kepada anggota
masyarakat yang dlben wcwenang untuk
menegakan norma yang berlaku  dalam
kehidupan ‘bersama sebagai -suatu masyarakat.
Perintah itu disebut sorizl order. Dan yang harus
ditegakan adalah norms (norma-norma).

- Norma berkembang dengan adanya sanksi
sosial, sehingga ia bisa disebut hukum. Orang-
orang yang terpilih ini adalah aparathukum,yang
dia ketika menjalankan socia/ orderberdasarkan
kekuasaan masyrakat, dimana ia diberi wewenang
untuk itu, Ini adalah penegasan sekali lagi untuk
membuktikan bahwa kekuasaan disini terletak

pada masyarakat, bukan pada polisi selaku aparat
hukum.

Kuasa relasi yang berlaku dalam Polmas
adalah kekuasaan milik masyarakat yang
didelegasikan kepada polisi untuk melakukan
social order, berdasarkan aturan hukum. Garis
subordinasi dari Presiden mandataris rakyat
mendelegasikan kekuasaannya kepada institusi
Polri untuk melaksanakan kamtibmas adalah

26 Iid,

_.:Menurut Kelsen® adalah kenyataan bahwa'

_ ’JZe ﬁtmizon qf every soczal arder is to
- brmg about a certam mutual laebamar g

: K,ompas, Apa yang sebenarnya d.lharapkanf-;.

'masyarakat terhadap Polri?
g negatz«ve éebama;; fo certam acz‘zon or -
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mereka menginginkan rasa aman, benar-benar
dilindungi polisi. Kedua, mereka menginginkan
pelayanan 1 yang lﬁblh baik dan Poln '

Cermati apa yang d1ucapkan ]end PoI
Kunarto, bahwa yang dnngmkan tuannya hanya
dua, Perfama, mereka mcngmgmkan rasa aman,
benar-benar dilindungi polisi. Kedua, mereka
menginginkan pelayanan yang lebih baik dari
Polri.” “ Dari kalimat tersebut, tidak ada friksi
atau bahkan alasan menjadikan masyarakat
sebagal obyek maupun mitra. Ucapan’ Jend.
Kunarto murni meminta polisi benar-benar
melayani masyarakat akan kebutuhan'rasa aman
dan dilindungi polisi, itu secial order dan untuk
itulah polisi dibentuk.

Kemudian, apakah tidak boleh polisi
memerintahkan masyarakat mengusahakan
perlindungan bagi dirinya sendiri? Tidak boleh!
Polisi tidak boleh sama sekali memerintah
tuannya. Tetapi ia dapat meminta dengan
baik dan sopan kepada masyarakat untuk
membantu polisi mewujudkan keamanan. Hal
itu logis, mengingat jumlah anggota polisi yang
tidak sebanding dengan jumlah masyarakat.
Meminta bukan memerintah, harus dapat
dibedakan. Meminta kerjasama masyarakat

adalah soft approaches, ketimbang memerintah

27 Sutrisnc,hlm. 105.

28 Herian Kompas, 75 Menit Bersama Kurarto Pada Sepotong Pagi Tahua
1992, 28 September 2011,

) men}awab_"ﬂ'
“bahwa “Tuntutan masyarakat terhadap polisi -
 ternyata tidak banyak. Hanya dua. Pertama,




i PP oac/a) dlmana pohsx memperlakukan'
. ';:'.".masyarakat sebaga1 obye_l«_:_ ; p¢1ayanan_ __(%a_n
5 "-_:"Q_':.':Pengamanan e ]

2 ; -_-.:Tanpa ada masyarakat tak ada Polmas, sebab_
o ugensi dari keberhasilan dari program ini ada.di
0 masyarakat » Lag1 pula sebagau alat kontrol sosial,
S 'poh51 tak dapat bekerja sendm, ia memerlukan
o bantuan dari alat kontrol sosial lainnya dalam

-.masyarakat Jad1 alat kontrol sosml bukanlah

o ;monopoh Poln =/ Y. o

_ b FaktaYundls

PersPeknf ytmdls mengungkap masyarakat
sebagaz yang dzpcrtuan oleh p0h31

1 Tap MPR Nornor VI tahun 20600 tentang
 Pemisahan Struktur TNI POLRI.

2. Tap MPR ' No VII Tahun 2000 tentang
" Pemisahan Peran TNI dan POLRI, TNI
- dibidang - pertahanan dan Poln dibidang

Kamtibmas

3.. UndangmUndang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara RI.

4. Perkap tahun 2005, tentang Strategi Model
Perpolisian Indonesia yang disebut Polmas.

5. Tahun 2006, berdiri Komisi Kepolisian

Nasional.

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana;

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
tentang Pengesahan Konvensi Mengenai

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita.

8. Convention of The Elimination of All
Forms of Discrimination Against Women
(Lembaran Negara Republik Indonesia

29 Muradi, Penantian Panjang Reformasi Polri, cet. I, (Yogyakarta : Tiara
Whacana, 2009), him. 310.
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9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.:;.:_. .

tentang Hak Asasi Manusia;

10 Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2002_;.'- |

tentang Perhndungan Anak;

13 Undang~undang Nomor 23 Tahun 2004
_ tentang Penghapusan  Kekerasan Dalam

- Rumah Tangga;

12. Updang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

13.Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;

14, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005
tentang Pengesahan International Covenant
on Economie, Social and Cultural Rights.
Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya;

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan International Covenant
on Civil and Political Rights.

16. Keputusan Presiden Republik Jndonesia
Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi
dan Tata Kerja KepolisiandNegara Republik

Indonesia;

17.5Surat Keputusan Kapolri No. Pol. :
Skep/1673/X/1994 tanggal 13 Oktober 1994
tentang Pokok-Pokok Kemitraan Antara
Polri dengan Instansi dan Masyarakat;

18. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002
tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi
pada Tingkat Kewilayahan;

19. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/37/
IX/2004 tanggal 9 September 2004 tentang

Rencana  Strategis Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Renstra Polri) TA.

Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran_ TR
Negara Repubhk Indonesm Nomor 3277); o




o -_:_1:21 Surat -
Skep/737/X/2005 tanggal 13, Oktober 2005

-_eputusan } Kapoln No Pol

TA 2005-2009 |

Keputusan ..K.a.polr's
*tentang Kebi_}akan dan, Strateg1 Penerapan
- Model. Perpohsmn Masyarakat
Penyelenggaraan Tugas Poln,

'22 Surat Keputusan Kapoln No. Pol.: Skep/431/
- VII/2006 : tanggal 1 Juli 2006 tentang
~Pedoman Pembinaan Personel Pengemban
Fung31 Polmas; a '

23. Surat Keputusan Kapolm No Pol.: Skep/432/
VII/2006 | tanggal 1 Juli 2006 tentang
‘Panduan Pelaksanaan Fungsi Operasional
Poln dengan Pendekatan Polmas, :

24, Surat Keputusan Kapoln No. Pol Skcp/433/
VII/2006  tanggal 1 Juli 2006 tentang
Pembentukan dan Operasionalisasi Polmas

25. Perkap ‘No. Polii: 9 Tahun 2007 tentang
“Rencana Strategis, Kepolisian . Negara
‘Republik Indonesia 2005-2009 {Perubahan);

26.Kebijakan dan Strategi Kapolri tanggal 8
Desember 2007 tentang Percepatan, dan
Pemantapan Implementasi Polmas;

Kebijakan  penanggulangan/pencegahan
kejahatan menurut kongres-kongres PBB
mengenai “The Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders’, adalah meniadakan
faktor-faktor ~ penyebab kondisi
yang menimbulkan

atau
terjadinya  kejahatan

sebagaimmana tercantum dalam ¥

1) Kongres ke-6 (1980):

30 Barda Nawawt Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan, (Bardung: PT. Citra Aditya Baks, 2001), bal,
77-80,

Skep/ 1(344/15(/2004 tﬂﬂggal 6 Septe_mbe_r_
- Pre gram Pembanguﬂan.-.P lri -

e
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' comzsz‘ m e!zmmaimg z%e cau ¢

ond
; __candzz‘zans z‘bat 5ree _'_mme i
::'c) 77]5 main causes of crime in many coum‘rzes::'_ |
- ; are saczaZ znegualzz‘y, mczal and nm‘zona[
: -'_';_dzscrzmmm‘zon, _low smndard af Zz'vz?zg,”"
L unemplaymem‘ and zllztemcy among broad

section of t}.ve papulatzon (Szxfb Umz‘e_d _
; Ngtzon.s‘ CGﬂgrgSS’ Vz’f'le‘zuel,;;, 1980) BT

2) Kongres ke-7- (1985)

"‘Yf.:e anszc crzme prewmzon st seek z‘o

elzmmate the causes and condzz‘zon z‘bm‘ ﬁzwur
. trzme (Sevenrb Umted Natzom Congress,_
- lean, Itahan, 1985)

3) Deklarasi Wina Kongres ke-10 (2000)
Comprebenswe crime prefvem‘zan sz‘mz‘egzes

at the international, National, regional, and
local levels must address the root causes 'and

" risk factors related to crime and victimization
through social, economic, health, educational and
Justice policies”. |

Kedua fakea diatas, mendorong penguatan
Polmas sebagai program sunggulan dalam
pencegahan dan pemberantasan kejahatan atau
tindakan asesial“dalam masyarakat. Bagaimana
sikap Polri dalam hal ini? Esensi dari pekerjaan
polisi adalah menjalankan kontrol sosial. Setiap
usaha untuk mempengarubi dan menundukan
perilaku individu pada norma-norma masyarakat
adalah kontrol sosial. Dalam perspektif tersebut,
kontrol sosial bukanlah monopoli polisi saja.

Polisi memonopoli urusan keamanan

masyarakat, karena memiliki dasar hukum.
bagi oknum Polri ini adalah

kesempatan untuk mendominasi kekuasaan

Sehingga

31 Satjipto Rahardjo, Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial
dan Kemasyarakatan, (Jakarta: Kempas, 2007}, him, 90.




- akan . hab;s perseteruan masyarakat dengan
o _'pohm sepertl halnya gangguan kcmanan yang
= :_'Ztak kunjung mereda b

_ Poimas merupakan sarana kontroi sosial.
Daiam kchldupan masyrs.kat banyak aiat kontrol
sosial lmnnya yang dapat berrmtra dengan
kepohsmn guna meminimalisir monopoh polisi.
Jend. Pol. (purn) Kunarto, menyikapi Polmas
sebagai perubahan paradigma dari penguatan
‘menangkapi ‘orang’  menjadi paradigma
‘p&rﬁ‘ne?sﬁzf dengan masyarakat.” Pengertian ini
adalah keterlibatan polisi secara langsung dalam
rekayasa struktur masyarakat dalam konteks
keamanan.”? Jadi, polisi dalam pengertian ini
adalah engineer yang dimaksudkan Kunarto,
yang ahli dan aktif membina hubungan dalam
masyarakat. Keahlian memelihara hubungan
dimaksudkan sebagai keterlibatan langsung
dalam rekayasa struktur masyarakat dalam
konteks keamanan,

Perhatikanlah  kalimat,  yang menjadi
pertimbangan  Kapolri dalam.. menerbitkan
Perkap No. 3 Tahun 2015

berikut ini :

Bahwa wuntuk melaksanakan
Kepolisian Negara Republik
dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat, diperlukan kemampuan

tentang, Polmas

tugas
Indonesia

anggota polri dalam menerapkan strategi
Pemolisian masyarakat guna
kemitraan dan

membangun
kerja  sama  dengan
mengikutsertakan masyarakat untuk menjaga

keamanan dan ketertiban di lingkungannya;

32 Sutrisno, Ibid,, him. 105,

alam pelayanan dan pengamanan masyrakat
-':f-':"":-'-:-Poh& justru men}auh ‘dan’ memilih' ‘menjadi -
superior bagi masyarakatnya datengah perannya.
. sebagai alat kontrol - sosial. Pencitraan polisi
e _'._ﬁsupenor ini. dlwanskan turun ternurun kepada
--_'._-generam Polrz bemkutnya, sehmgga sepert}. tak

Jurnal Iimu Kepolisian | Edisi 086| September - Qhtober 2016

Kahmat ’chperiukan kemampuan anggota_}: a

'Poln ..” dst, menunjukan apa yang dimaksudkan ="
oleh Jend. Kunarto. ]adz, polisilah  yang - o
ltetap harus aktif, karena ia instrumen utama
keamanan masyarakat Dalam kalimat seterusnya
‘menunjukan bahwa masyarakat t_ldak__dlpcnntah_'__':} :
oleh.polisi.untuk membangun Polmas, yang ada "

adalah polisi membangun kemitraan dengan
mengikutmsertakan adalah
bukti polisi yang harus membangun kemitraan
aktif meminta/mengajak  tmasyarakat
membantu kepolisian mewujudkan keamanan
dan keteraturan sosial.

- masyarakat...dst,

dan

Ini dibuktikan secara empirik melalui
penelitian’  Philip. Zimbardo diatas, yang
kemudian direduksi oleh James Q. Wilson
dan George L. Kelling sehingga menghasilkan
rumusan dari teori Jendela Pecah.

Polisi adalah agen perubahan sebagaimana
tergambar dalam peristiwa di subway (kereta api
bawah tanah), di New York tahun 1984, Polisi,
kriminolog dan direktur baru subway disana
membantu menghapus cat grafiti di kereta-kereta
schingga menjadi bersih....dan mengurangi
kesan ‘kriminal’ yang terjadi di kawasan itu.3
Ada tiga hal mengapa polisi harus menjadi agen
perubahan adalah® pertama, polisi‘tidak dapat
melakukan pencegahan kejahatan tanpa bantuan
masyarakat, kedua polisitharus berbuat lebih
banyak dari pada“bereaksi terhadap terjadinya
kejahatan, ketiga, bahwa patroli terlalu pasif.
Penjelasannya sebagai berikut : pertama, polisi
tidak dapat melakukan pencegahan kejahatan
tanpa bantuan masyarakat, artinya masyarakat
haus menjadi mitra dakam mewujudkan
keamanan masyarakat (Ostrom, et.al, 1978).

Kedua, polisi harus berbuat lebih banyak
dari pada bereaksi terhadap terjadinya kejahatan.
Sumberdaya kepolisian harus disebar secara
proaktif untuk menghadapi kejahatan, yang

33 Tustrasi dikutip dai blog febriliano. blogspot.com
34 David Bayley, Op.cit., hlm. 170-171.
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- '-berartl mengawa31 keadaan
o "3:men1mbulkan kejahatan.. Pohs.1 menghablskan_:-_'
i --hampir semuawakmnya untukbereak51 terhadap
= -"kejahatan dan sedikit sekali dari waktu mereka -
oy yang. dlgunakan benarwbenaa: untuk mencegah_': :
S ._'._-33':kejahatan Mereka menguncz pmtu 1stal scteiah .
o 'kudanya lan e

“tidak cukup kehhatan Patroli tidak meyakmkan
masyarakat ataupun memermgatkan mereka
akan terjadinya kejahatan. Yang harus dilakukan
po__h51 adalah membantu secara aktif dan terlihat
nyata dalam mengiptakan suatu iklim ketertiban,
keamanan .dan/kepercayaan ditempat-tempat

‘dilokasi-lokasi - ' tempat

pemusatan kejahatan - = . £

umum, - terutama -

_ Poln dcngan demlklan adalah Polmas yang
besa.r dengan menjadlkan diri sebagai panutan/
teladan dan agen perubahan sosial, tiap anggota
poh51 yang mampu memiliki karakter seperti ini
dapat mewujudkan keamanan dan keteraturan
bersama, ini akan menjadi contoh posmf yang
menulari anggota _masyarak_at l_al_nnya Konsep
ini sejalan degan pemikiran Muradi,* bahwa
Polri bisa menyiasati pemanfaatan para perwira
dan bintara remaja yang baru lulus dari akademi
dan sekolah kepolisian untuk diarahkan menjadi
COP (Community Oriented Policing), dan harus
ada upaya penghargaan dan hukuman Gntuk
itu (reward and punishment) , sehingga mampu
meningkatkan kinerja anggota Polri. Perlakuan
yang umum terhadap polisi yang menjadi petugas
pendamping ataupun CPO (Community Policing
Officer) telah mematahkan semangat para
perwira dan bintara tersebut untuk berkiprah
dan aktif dalam praktik Polmas.%

Jadi, Polmas tidak harus dibentuk dengan
membangun posko FKPM, BKPM dsb atau
identik dengan itu, karena intinya polisi tersebut

35 Muradi, Op.cit,, hlm. 299
36 Ibid.,

':keadaan yang-dapat_

.adaiah agen]] Polmas Gedung~gedung milik Pol

f-sana dengan leiuasa bebas dan rasa takut dan :
--keengganan i e '

Scbagax Poimas besar, Polrl dllﬁngkapi
: '_berbagal sarana dan blaya operasxonal mengenali

“Ani t1dak pernah akan. cukup, tetapi masyarakat:-
Kenga bahwapatrohterlaiupamf_ Kehadzran 1
v '_pohm yang d1mjukan untuk mencegah ke_] ahatan,

:Polmas dapat teratur “dan®.dapat- berjangka N
‘panjang. - Sakap poh51 dalam hal ini adalah
melakukan tranparanm penyaluran biaya bantuan
dari masyarakat Sikap terbuka ini penting guna
membangun < partnership “dan  trust " building
diantara kedua pihak. Polisi harus menghindari
sikap superior dengan menjadikan kewenangan
yﬁhg diberikan undang-undang padanya sebagai
pehndung dan [pembenar perbuatannya sendiri.
Masyarakat yang percaya kepada polisi-nya,
akan memetik keuntungannya sendiri. 4 socety
zz‘se[f a favor by paying Its Police Force well, suatu
masyarakat _akan memetik kekuntungannya
sendiri dengan cara membayar polisinya secara

baik...

Kesimpulan

Polmas adalah produk demokeasi, tetapi
polisi-lah yang akeif disini, masyarakat bersifat
membantu polisi menjaga dirinya sendiri. Polisi
adalah agen perubahansSosial, iapun insinyur
ahli mewujudkan'’keamanan masyarakat, dimana
ia mampu membangun kepercayaan dengan
keteladanan untuk bersama-sama membantu
mengaktifkan kamtibmas dan keteraturan sosial
(good governance dan public service).

Sebagai agen Polmas yang pintar, ia
mampu  menyampaikan kepada tuannya,
bahwa Polmas adalah proyek kita bersama. Ia
mengerti bahwa tujuan Polmas adalah untuk
mengembalikan Polisi kepada pemiliknya,
yakni rakyat.” Laksanakan saja Polmas dengan

37 Tri Hendra Wahyudi, Kebijakan Perpolisian Masyarakat: Kelemahan
Konseptual atau Cacat Implementasi? web.unair.zc.id/ 02 January 2012,
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adalah posko Polmas, masyarakat dapat pergi’ ke

.-dapat membenkan bantuan agar pelaksanaan




“sarana’ .dan_:prasarana yang poh51 miliki adanya,
--.:-.':karena ternyata yang utama diperlukan dalam

S - pelaksanaan Polmas ada.iah diri pribadi anggota

.'-'-_'fpoheu sebaga1 ‘agen perubahan sosial (agen

K ‘Polmas) atau sebagaa instrumen utama.

U .:.._Z__EFakta rnenun_]ukan keberhasﬂan perubahan
i kamubmas dlmasyarakat adalah oleh upaya polisi
: yang: mampu menjadikan dirinya teladdn, turun
langsung dan tidak ‘memerintali’ (superioritas)
- kepada _6rang-lain,-sebagaimana teruji coba di
New York (1984) dan dif Jepang dengan Koban
atau Tonarigumi-nya.Bukan karena banyaknya
berdiri FKPM, BKPM dan orgamsam sejenis.

Di Indonesm kegasama JICA, I0M, Asia
Foundatlon dll, yang lebih mengandalkan
masyarakat sebagai obyek kepolisian, jauh
tertinggal dan ditinggalkan bahkan oleh polisi
sendiri. Terlebih sifat bantuan tersebut terbatas
pada stimulasi, pciatihan dan percontohan
qumas,}adindakdalamjangkapanjang.Sehmgga
ketika program bantuan tersebut sclesai, maka
langkah untuk melanjutkan program terkendala
dukungan dana.*® Satjipto Rahardjo,” dalam
satu tulisannya bahkan mengira hubungan
polisi dan masyarakat belum berkembang. Ia
mencontohkan, seorang)Kapolsek juga belum
tentu tahu benar tentang siapa-siapa keluarga
yang menjadi tanggungjawabnya,

Dengan menyadari bahwa Polri*adalzh
organisasi Polmas yang terstuktur, moderen
dan legitimate, tak ada yang menjadi alasan bila
masyarakat menilai kinerja aparatnya sendiri.
Polmas adalah salah satu cara polisi memikat
hati masyarakat dari berbagai arah. Perlu
diingat adalah pemolisian masyarakat bukanlah
meminta masyarakat mengerjakan tugas-tugas
kepolisian sehingga menjadi obyek polisi, tetapi
bagaimana meminta keikutsertaan masyarakat
membantu polisi mengamankan lingkungannya
sendiri.

38 Muradi, Op.cif. him. 301,
3%  Satjipic Rahardjo, Op.cit, him.95,
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Menurut

negeri ini ada d1tangan rakyat,

Sebagai aparat penegak hukum jaianan
meminjam istilah Satjipto Rahardjo, posisi
polisi yang khas seperti itu membawanya
langsung berada ditengah-tengah kejadian dan
pengalaman empirik masyarakat. Salahsatuaspek
dari hubungan itu ialah keberadaannya ditengah-~
tengah dinamika perubahan masyarakat®! Ity
sebabnya tulisan ini mengangkat kesediaan polisi
sebagai agen perubahan sosial, agen Polmas.
Mau tidak mau harus sepertiitu. Jika tidak, polisi
akan merasa asing dan keterasingan tersebut
akan dibayar dengan menurunnya citra polisi
dimata masyarakatnya.Singkatnya, jika polisi
peka terhadap perubahan sosial masyarakatnya,
maka ia menjadi polisi protagonis. Sebaliknya ia
akan menjadi penjaga statusquo yang antagonis
atau berseberangan dengan rakyat./(-tugas
elementer- apa yang dikatakan undang-undang
itulah yang dilakukan polisi, polisi yang kaku
dalam melaksanakan tugasnya).

Sckarang.omenjadi jelas, Polri adalah
organisasi Polmas terbesar, agen Polmas adalah
tiap anggota polisi yang mampu menjadi agen
perubahan, masuk kedalam struktur sosial
masyarakat dengan kemampuan menjalin
komunikasi dan meminta masyarakat membantu
tugas polisi mengamankan lingkungannya
sendiri, merapikan dan memerbaiki jendela retak
agar tidak memancing orang lain memperparah
kerusakan dengan melemparinya, mencoreti
dan memasukinya. Upaya proteksi persuasif

40 Ibid, Bm. 151,
41 Ibid bim.227,
42 Ibid.,
43 Ihid.,

Satjipto Rahardjo," pohsm:'_;. '
memblarkan pekerjaannya dinilai oleh publik.” -
Baik perbuatan terpuji atau sebaliknya. Tetap1 -
sebetulnya Polri telah menunjukan sikap yang
benar dan memberi contoh tentang bagaimana .
scharusnya ‘badan-badan publik dinegeri 1n1 '
mempestanggungjawabkan pekerjaannya kepada
rakyat. Sebab toh, pada akhirnya kedauiatan




o atau d1masyarakatnya
g .__:persoalan kecil,” _supaya t;dak
: 'persoalan besar ' i

o - '.gangguankammbmas, dan -itulah yang harus.'

: -'menjzwal klprah poh51 masa depan Hal itu b1sa

yang karyanya berupa menangkapz orang, dapat
_berubah men_]adl polisi‘urutan belakang dalam
B poh31 masa dePan (Kunarto dalarn Sutnsno,
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